Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi
di Indonesia

Azyumardi Azra

“All societies have a continuing interest in the way their young people are prepared for
citizenship and fearn to take part in public affairs. [Since] the 1990s, this has become
a matter of increased importance nol only in societies striving to establish or re-estab-
lish democratic governments, but also in societias with continous and Jong-established
democralic traditions. What effective citizenship means and the role of formal educa-
tion in building a civic culture is important not only to govemments and policy-makers,
but also to the public at large” (Torney-Purta, Schwille & Amedeo, 1999:12). “There is
an old saying that the course of civilization is a race between catastrophe and educa-
tion. In a democracy such as ours, we must make sure that education wins the race”
{John F. Kennedy, 1958, dalam Print et all, 1999:9).

Kata kunci: pendidikan kewargaan,
demokrasi dan kulfur keadaban

endidikan kewargaan jelas mulai

mendapatkan momentumnya di Indone-
sia, Meski wacana publik—apakah dalam
media massa maupun pembahasan semi-
nar dan lokakarya—tentang subyek ini
masih sangat terbatas, tetapi sulit diingkari
bahwa urgenst pendidikan kewargaan mulai
disadari sernakin banyak pihak; dan berbagai
“eksperimen” baik pada tingkat konsep
maupun praksis tengah dirumuskan dan
diujicobakan.

"Selanjutnya, pada tingkat praksis, IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademis
2000 mutai menyelenggarakan “pifot project’
pendidikan kewargaan untuk “menggan-
tikan™ MKDU Pancasila, dan Kewiraan.
Proyek percontohan ini telah menghasilkan
sebuah buku teks, Pendidikan Kewargaan
(Civic Education): Demokrasi, HAM &
Masyarakat Madani (2000). Proyek
percontohan pertama di Indonesia untuk

tingkat pendidikan tinggi ini—dengan
bantuan dana dari The Asia Foundation—
menurut evaluasi cukup berhasil dan
menjanjikan untuk menaburkan civic cufture
di kalangan mahasiswa.

“Point of No Return”

Perkembangan Indonesia menuju
demokrasi dalam tiga tahun terakhir ini
agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan
(point of no return). Perubahan Indonesia
menuju demokrasi jelas sangat dramatis;
dan Indonesia mulai disebut-sebut sebagai
salah satu negara demckrasi terbesar.
Perubahan Indonesia menuju demokrasi
tidak bisa lain mengikuti kecenderungan
pertumbuhan dramatis demokrasi pada
tingkat intemasional secara keseluruhan. In-
donesia pada akhimya mengikuti apa yang
disebut banyak ahli sebagai “third wave of
democracy”. Menurut berbagai kajian,
jumlah negara yang secara formal menganut
demockrasi meningkat drastis pada

UNISIA NO. 57/XXVII/III/2005

219




Topik: Manajemen Negara dan Nasionalisme

dasawarsa 1990an; jumlah meningkat dari
76 negara (46.1 persen) dari jumlah seluruh
negara di dunta menjadi 117 (63.1 persen).
Tetapi di samping perkembangan yang
menggembirakan ini, kekhawatiran juga
mulai berkembang melihat kecenderungan
mandeknya demokrasi, atau ketidakpastian
transisi menuju demokrasi, seperii terjadi
di Eropa Timur, Balkan, dan kini juga di In-
donesia.

Banyak perkembangan terjadi di Indo-
nesia sejak jatuhnya Presiden Soeharto
pada 20 Mei 1998 dari kekuasaan yang
dipegangnya selama lebih tiga dasawarsa
menuju ke arah pengembangan demokrasi.
Penggantinya, Presiden BJ Habibie dalam
interregnum-nya memperkuat momentum
transisi Indonesia menuju demaokrasi rmelalui
berbagai kebijakannya sejak dari penerapan
sistern multi partai, Pemilu 1999 yang dinilai
paling demokratis sejak Indonesia merdeka,
sampai kepada kebebasan pers, dan
meningkatnya fungsi check and balances
DPR.

Tetapi, pada saat yang.sama harus
diakui, pertumbuhan demokrasi atau transisi
Indonesia secara damai menuju demokrasi,
Juga menimbulkan banyak kegamangan dan
kecemasan. Pemilihan Abdurrahman Wahid
sebagai presiden keempat Indonesia dalam
Sidang Umum MPR Oktober 1998 memang
sempat menumbuhkan harapan bagi
percepatan transisi Indonesia secara damai
menuju demokrasi. Tetapi, berkaitan erat
dengan masalah-masalah Presiden Wahid
sendiri baik secara personal maupun dalam
hubungannya dengan kekuatan-kekuatan
politik lain, orang kini semakin cemas
dengan perjalanan Indonesia menuju
demokrasi yang genuine dan ofentik. Jika
demokrasi adalah peaceful resolution of
conffict, orang menyaksikan semakin
meningkatnya kecenderungan penyelesaian

konflik melalui cara-cara tidak demokratis,
seperti penggunaan mob politics, money
politics, dan cara-cara undemocratic
lainnya.

Meningkatnya kecenderungan peng-
gunaan cara-cara tidak demokratis dan
kekerasan dalam politik Indonesia
belakangan ini, sebagian besarnya
bersumber dari konflik di antara elit politik
yang tidak kunjung terselesaikan sampai
saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi
dan politik adalah “arf of compromise” dan
respek terhadap perbedaan sikap politik,
orang justru menyaksikan kian mening-
katnya sikap pokoke pada kalangan elit
politik dan massa. Lebih celaka lagi, sikap-
sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi
keagamaan dan teclogis oleh kalangan
ulama, sehingga potensi kekerasan yang
mengancam demokrasi semakin menguat
lagi.

Agaknya benar, masyarakat Indonesia
umumnya—termasuk elit politik yang
mengklaim sebagai “pejuang demokrasi”—
memiliki hanya sedikit pengalaman
demokrasi yang benar-benar otentik.
Kalaupun Indonesia dulu pemah menerapkan
“Demokrasi Terpimpin” di masa Presiden
Soekarno, dan “Demokrasi Pancasila” pada
inasa Presiden Soeharto, maka pada
praktiknya, semua itu agaknya tidak lebih
daripada sekadar “pseudo-demokrasi” atau
“quasi-demokrasi”.

Mengalami demokrasi (experiencing
democracy), dengan demikian, merupakan
sesuatu yang baru bagi masyarakat Indo-
nesia umumnya. Karena itu, mengalami
demokrasi, kalau perlu akan melibatkan
proses “trial and error” seperti sering diulang-
ulang Nurcholish Madjid. Pada batas
tertentu, argumen Nurcholish Madjid tentang
“trial and error” demokrasi bisa dipahami.
Namun, pada segi lain, pandangan itu dapat
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secara implisit merupakan justifikasi yang
tidak pas bagi kecenderungan-kecende-
rungan yang tidak kondusif dan tidak sesuai
dengan kerangka pertumbuhan demokrasi.
Lebih berbahaya lagi, “trial and error”
demokrasi dapat memunculkan ongkos-
ongkos sosial, politik dan ekonomi yang
sangat mahal bagi negara-bangsa Indone-
sia.

Oleh sebab itu, pertumbuhan demo-
krasi di Indonesia seyogyanya tidak
diperlakukan secara “trial and error”.
Pertumbuhan demokrasi juga tidak bisa
diperlakukan secara taken for granted,
membiarkannya berkembang apa adanya
lewat trial and error. Sebaliknya, demokrasi
tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi lebih
dari itu harus disemaikan, ditanamkan,
dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-
upaya terencana, teratur, dan terarah pada
seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak,
sangat boleh jadi “pohon demokrasi” yang
mulai tumbuh sekarang ini akan layu dan
mati sebelum sempat berurat berakar,

Pendidikan Demokrasi dan
Kewargaan

Sebagaimana diakui semakin banyak
pakar tentang demokrasi pada level
internasicnal, cara paling strategis untuk
“mengalami” demokrasi adalah melalui apa
yang disebut sebagai “democracy educa-
tion”. Pendidikan demokrasi singkatnya
secara substantif menyangkut sosialisasi,
diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem,
nilai, budaya dan praktek demokrasi melalui
pendidikan.

Pendidikan demokrasi tidak hanya
urgen bagi negara-negara yang .sedang
berada dalam transisi menuju demokrasi
seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-
negara yang telah mapan demokrasinya.
Kenyataan inilah yang terlihat misalnya dari

pembentukan “Civitas [nternational” pada
Juni 1995 di Praha. Dihadiri tidak kurang dari
450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52
negara, para peserta sepakat membentuk
“Civitas International” yang menyimpulkan
pentingnya pendidikan demokrasi bagi
penumbuhan “civic culture” untuk
keberhasilan pengembangan dan peme-
liharaan pemerintahan demokratis (demo-
cratic governance).

Penumbuhan dan pengembangan civic
culfture dapat dikatakan merupakan salah
satu tujuan penting pendidikan kewargaan
(civic education). Tetapi harus segera diakui,
sementara para ahli pendidikan kewargaan
umumnya sepakat bahwa peranan
pendidikan kewargaan dalam pengem-
bangan demokrasi dan kewargaan
demokratis telah jelas, tetapi dalam
prakteknya masih terdapat perbedaan-
perbedaan. Mereka sepakat, bahwa
demokrasi-demokrasi yang tengah
tumbuh—seperti Indonesia sekarang—
memerlukan sarana di mana generasi muda
umumnya dapat menjadi tahu dan sadar
tentang pengetahuan, keahlian, ketrampilan
dan nilai-nilai yang diperlukan untuk
menyangga, memelihara dan melestarikan
demokrasi. Tetapi, seperti dikemukakan
Print, bagaimana semua hal itu bisa dicapai
melalui pendidikan kewargaan tidaklah
begitu jelas (Print 1999:11).

Harus diakui, pendidikan kewargaan
yang semakin mehemukan momentum
pada 1990an dipahami secara berbeda-
beda. Bagi sebagian ahli, pendidikan
kewargaan diidentikkan dengan “pendidikan
demokrasi” (demecracy educationy. Di sini
pendidikan kewargaan mencakup kajian dan
pembahasan tentang pemerintahan,
konstitusi, lembaga-lembaga -demokrasi,
rule of law, dan hak dan kewajiban
warganegara. Sementara bagi sebagian ahii
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lain, pendidikan kewargaan disebut citizen-
ship education yang muatannya membe-
rikan penekanan pada proses-proses
demockrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan
warganegara dalam masyarakat madani.

Masih ada lagi sebagian ahli yang
berpendapat pendidikan kewargaan
mencakup pengetahuan tentang lembaga-
lembaga dan sistem yang terdapat dalam
pemerintahan, warisan politik, proses-proses
demokrasi, hak dan kewajiban warganegara,
administrasi publik dan sistem hukum. Lebih
{auh, pendidikan kewargaan juga mencakup
keahlian dan pengetahuan tentang proses

seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, -

penyelidikan dan kerjasama. Terakhir sekali,
pendidikan kewargaan juga mencakup
wilayah keadilan sosfal, pengertian antar-
budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, pendidikan
demokrasi—yang dikemukakan di atas—
dalam segi-segi tertentu identik dengan
“pendidikan kewargaan” (civic education).
Tetapi, sebagaimana dijelaskan di atas—
terlihat bahwa pendidikan kewargaan lebih
luas cakupannya daripada sekedar
pendidikan demokrasi. Hal ini juga tercermin
jelas dari rumusan Civitas International,
bahwa pendidikan kewargaan yang efektif
mencakup: Pertama, pemahaman dasar
tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-
lembaganya. Kedua, pemahaman tentang
“rule of law’, dan HAM seperti tercermin
dalam rumusan-rumusan, perjanjian dan
kesepakatan internasional dan lokal. Ketiga,
penguatan ketrampilan partisipatif yang akan
memberdayakan peserta didik untuk
meresponi dan memecahkan masalah-
masalah masyarakat mereka secara
demokratis. Keempat, pengembangan
budaya demokrasi dan perdamaian pada
lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh
aspek kehidupan masyarakat.

Pada beberapa negara Barat, seperti
AS dan Australia, program pendidikan
kewargaan telah menjadi bagian kurikulum
sekolah setidak-tidaknya dalam satu
dasawarsa terakhit. Negara-negara lain,
seperti Inggris, baru mulai menerapkan pada
tahun 2000 melalui program “citizenship
educatior’’. Pada 2002 “citizenship educa-
tion’ akan menjadi matapelajaran wajib
dalam Kkurikulum pendidikan dasar dan
menengah Inggris.

Postulat yang berada di balik penerapan
pendidikan kewargaan di AS adalah bahwa
pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa
diwariskan begitu saja; tetapi sebaliknya
harus diajarkan, disosialisasikan, dan
diaktualisasikan kepada generasi muda
melalui sekolah. Lebih daripada postulat
penting tersebut, dalam pandangan banyak
ahli pendidikan dan demokrasi Barat,
pendidikan kewargaan merupakan
kebutuhan mendesak karena beberapa
alasan kuat lainnya. Pertama, mening-
katnya gejala dan kecenderungan
politicalilliteracy, tidak melek politik di
kalangan warganegara. Banyak warga Barat,
khususnya generasi muda tidak memiliki
political literacy, tidak mengetahui persis
cara kerja demokrasi dan lembaga-
lembaganya. Kedua, meningkatnya political
apathism, yang terlihat antara lain dari relatif
sedikitnya jumlah warganegara yang
memberikan suara dalam Pemilu, atau
terlibat dalam proses-proses politik lainnya.

Equivalensi Pendidikan
Kewargaan

Mempertimbangkan perkembangan
“democracy education’, “civic education’,
dan “eitizenship education” yang relatif baru
menemukan momentumnya di beberapa
negara Barat, maka Indonesia sebenamya
sangat beruntung karena sudah berpenga-
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laman lama dalam bidang ini. Secara
substantif, subyek ini sebagian besarnya
telah tertampung dalam mata-pelajaran
PPKn (Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan) yang sejak 1994 berlaku
mulai tingkat SD sampai SMU. Mata-
pelajaran ini merupakan pengganti mata-
pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila)
yang diterapkan sejak 1975 sampai 1994,
Sedangkan pada tingkat Perguruan Tinggi
equivalensinya adalah matakuliah
Pancasila, dan Kewiraan.

Kajtan komparatif tentang “democracy
educatior?, “civic educalion” dan “citizenship
education” pada sekitar 30 nhegara
menunjukkan, hampir di seluruh negara ini
tidak terdapat matapelajaran yang berdiri
sendiri (independent subject/course) dalam
bidang ini. Substansi pelajaran ini,
sebaliknya tercakup dan terintegrasi ke
dalam sejurnlah mata-pelajaran, khususnya
pada disiplin humaniora dan iimu-ilmu sosial.

Dengan kata lain, pendekatan yang .

_ diambilkan adalah “pendekatan integratif™.
Sekali lagi, dilihat dari segiini, Indone-
sia dengan “separated approach’ melalui
matapelajaran khusus PPKn; dan MKDU
Pancasila, dan Kewiraan, sebenarnyatelah
berdiri di depan. Tetapi, harus diakui,
terdapat sejumlah masalah dalam
matapelajaran atau kedua MKDU tersebut.
Akibatnya, mereka gagal dalam usaha
sosialisasi dan diseminasi demokrasi,
jangankan lagi untuk pembentukan cara
berpikir {(worldview) dan perilaku demokrasi
dilingkungan peserta didik dan masyarakat
sekolah/universitas umumnya.

Kegagalan itu, hemat saya, bersumber
setidaknya dari tiga hal. Pertama, secara:
substantif, PPKn, Pancasila, dan Kewiraan
tidak secara terencana dan terarah
mencakup materi dan pembahasan yang
lebih terfokus pada pendidikan demokrasi

dan kewargaan. Materi-materi yang ada
umumnya terpusat pada pembahasan yang
bersifat idealistik, Iegalistik dan normatif.
Kedua, .kalaupun materi-mateti yang ada
pada dasarnya potensial bagi pendidikan
demokrasi dan pendidikan kewargaaan,
potensi itu tidak berkembang karena
pendekatan dalam pembelajarannya bersifat
indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan
tidak partisipatif.

Ketiga, ketiga subyek itu lebih teoritis
daripada praktis. Akibatnya terdapat
diskrepansi yang jelas di antara teori dan
wacana yang dibahas dengan realitas sosfal-
politik yang ada. Bahkan pada tingkat
sekolah/universitas sekalipun diskrepansi itu
sering terlihat pula dalam bentuk
otoritarianisme bahkan feodalisme orang-
orang sekolah dan universitas itu sendiri.
Akibatnya, bisa dipahami, kalau sekolah/
universitas gagal membawa peserta didik
untuk “mengalami demokrasi”.

Penutup

Upaya untuk menumbuhkan demokrasi
di Indonesia melalui pendidikan kewargaan
kelhatannya masih harus menempuh jalan
panjang. Reorientasi subyek-subyek yang
disebutkan, sekarang ini sedang menjadi
pembahasan di kalangan para pendidik dan
pengambil kebijakan di lingkungan
Depdiknas. Jika sekolah/universitas akan
memainkan peran penting dalam
pembentukan demokrasi yang genuine dan
otentik, sebaiknya dilakukan akselarasi
dalam bidang ini.

Eksperimen reorientasi, MKDU
Pancasila, dan Kewiraan pada tingkat
perguruan tinggi, seperti saya singgung di
atas, telah dimulai pada [AIN Syarif
Hidayatullah Jakarta sejak tahun akademis
2000-2001 dengan memperkenalkan
matakuliah “pendidikan kewargaan”.
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Evaluasi dan assessment kritis setelah
penerapan matakuliah “pendidikan
kewargaan” menunjukkan, bahwa
pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
tentang demokrasi, lembaga-lembaganya,

dan praktiknya menjadi lebih baik. Karena

itu, jika eksperimen ini bisa dikembangkan
lebih luas, kita bisa berharap tumbuhnya
civic culture, dan civility (keadaban) di
lingkungan kampus, yang pada gilirannya
akan menjadi kontribusi penting bagi
pengembangan demokrasi yang genuine
dan otentik pada negara-bangsa Indonesia
secara keseluruhan. Wallahu a’lam bish-
shawab®
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